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ABSTRAK 
Tujuan penelitian menganalisis status hukum pinjaman online ilegal perspektif hukum perdata dan hukum 
Islam dan akibat hukum pinjaman online ilegal perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Penelitian ini 
menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) status hukum 
pinjaman online ilegal adalah tidak sah baik menurut hukum perdata, maupun menurut hukum Islam; (2) 
akibat hukum pinjaman online ilegal secara hukum perdata harus memenuhi syarat subjektif dan syarat 
objektif perjanjian, namun apabila tidak memenuhi kedua syarat tersebut berakibat perjanjian tersebut dapat 
dibatalkan atau batal demi hukum. Sementara dalam hukum Islam, pinjaman online ilegal harus juga 
memenuhi rukun dan syarat akad, serta tidak bertentangan dengan syariah, namun apabila tidak 
terpenuhinya rukun dan syarat akad, serta bertentangan dengan syariah maka akad tersebut berakibat tidak 
sah atau batal. 

Kata Kunci: Pinjaman Online; Hukum Perdata; Hukum Islam 

ABSTRACT 
The research objective to analyze the legal status of illegal online loans from the perspective of civil law and 
Islamic law and the legal consequences of illegal online loans from the perspective of civil law and Islamic 
law. This research uses normative legal research type. The results of this study indicate that: (1) the legal 
status of illegal online loans is not valid either according to civil law, or according to Islamic law; (2) the 
legal consequences of illegal online loans under civil law must meet the subjective and objective conditions 
of the agreement, but if they do not meet these two conditions, the agreement can be canceled or null and 
void. While in Islamic law, illegal online loans must also meet the pillars and conditions of the contract, and 
do not conflict with sharia, but if the pillars and conditions of the contract are not fulfilled, and are contrary 
to sharia, the contract will result in invalid or void. 
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PENDAHULUAN   
Kebahagiaan merupakan tujuan hidup manusia. Kebahagian akan diperoleh manusia 
ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material 
maupun dalam aspek spiritual (Ilyas, 2016). Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat 
material, seperti sandang, pangan, papan dan kekayaan lainnya, maka manusia akan 
merasakan kesejahteraan. Namun upaya untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, 
manusia seringkali terbentur dengan kemampuan dan kemauan yang terbatas untuk 
memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya (Zainud, 2020). Oleh karena itu, 
jika sewaktu-waktu ingin memenuhi kebutuhan atau keinginannya yang mendesak 
dan sangat terpaksa, maka seseorang harus meminjam kepada orang lain. 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah memberikan peraturan mengenai pinjam 
meminjam, terkhusus pada BAB XIII, Pasal 1754. Pada Pasal 1754 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata tidak menggunakan kata pinjam meminjam, namun lebih 
dikenal dengan sebutan pinjam pakai habis, yang rumusanya sebagai berikut, pinjam 
pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan 
sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa 
pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam 
jumlah dan keadaan yang sama (Jannah, 2020). 

Di sisi lain, dalam hukum Islam pinjam-meminjam merupakan kegiatan bermuamalah 
yang diperbolehkan (Mubarok, Habib & Sidek, 2019). Hal ini dikarenakan transaksi 
pinjam meminjam terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu 
tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian, pemberian pinjaman harus 
didasari dengan niat yang tulus dan ikhlas hanya kepada Allah swt., sebagaimana 
firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 245: 

   نَوُعجَرُۡت ھِیَۡلإِوَُ طصُۜبَۡیوَ ضُبِقَۡیُ 2َّٱوَ ةۚٗرَیثِكَ افٗاَعضَۡأٓ ُۥھَل ُۥھَفعِضَُٰیَف انٗسَحَ اضًرَۡق 2ََّٱ ضُرِقُۡی يذَِّلٱ اَذ نَّم
 
Terjemahnya: 

“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah 
melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak, dan Allah menahan dan 
melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”. 

Saat ini dengan kehidupan manusia yang tidak terlepas dari teknologi, maka transaksi 
pinjam meminjam tidak hanya dilakukan secara konvensional tetapi dapat juga 
dilakukan secara online. Hal ini dikarenakan adanya kemajuan teknologi dalam 
bidang keuangan yaitu adanya adaptasi Fintech (Financial Technology) (Santi., 
Budiharto, & Saptono, 2017). Fintech merupakan singkatan dari Financial Technology 
yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah teknologi finansial. National 
Digital Research Centre (NDRC) mengemukakan bahwa istilah Fintech merupakan 
suatu inovasi yang menggunakan teknologi modern dalam bidang finansial 
(Disemadi, & Regent, 2021). Pada hakikatnya, Fintech merupakan layanan keuangan 
berbasis teknologi. Fintech sebagai suatu layanan yang inovatif dalam bidang jasa 
keuangan yang menggunakan sistem secara online (Benuf, et.al, 2020). 

Fintech dalam perkembangannya dapat dikategorikan menjadi pembayaran (digital 
wallets, P2P payments), investasi (equity crowdfunding, Peer to Peer Lending), pembiayaan 
(crowdfunding, microloans, credit facilities), asuransi (risk management), lintas-proses (big 
data analysis, predicitive modeling), infrastruktur (security). 
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Jenis fintech peer to peer lending (selanjutnya disebut P2P Lending) atau pinjaman online 
merupakan jenis Fintech yang lebih dikenal dalam masyarakat. Pinjaman online (P2P 
Lending) adalah suatu metode yang dapat memberikan solusi alternatif dalam proses 
pinjam meminjam uang secara online. Metode yang digunakan pada pinjaman online 
(P2P Lending) adalah pemberian kredit kepada masyarakat, yaitu mengajukan 
permohonan kredit kepada lembaga keuangan melalui sistem online tanpa 
sebelumnya harus memiliki rekening di bank. Dalam pinjaman online (P2P Lending) 
dapat dimungkinkan bagi setiap orang untuk memberi maupun mengajukan 
pinjaman satu sama lain dalam berbagai keperluan tanpa melalui jasa lembaga 
keuangan yang sah sebagai perantaranya. 

Pinjaman online (P2P Lending) dalam perkembangannya menjadi pilihan banyak 
masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut disebabkan karena 
kemudahan dan kecepatan dalam proses dan prosedur pinjam meminjam. Oleh 
karena itu, di Indonesia banyak bermunculan perusahaan layanan pinjaman online. 

Kemunculan perusahaan-perusahaan keuangan dalam bidang layanan pinjam 
meminjam uang berbasis teknologi tersebut (peer-to-peer atau P2P Lending) semakin 
mendapatkan perhatian publik, sehingga dikeluarkanlah payung hukum berupa 
Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam 
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 

Meskipun demikian, peraturan yang telah dikeluarkan oleh OJK ternyata tidak cukup 
untuk menghalangi munculnya layanan pinjaman online yang tidak terdaftar pada 
OJK hingga sekarang. Per 3 November 2021 ini, Satgas Waspada Investasi (SWI) 
kembali menemukan dan menutup 116 pinjaman online ilegal yang ditemukan dalam 
patroli siber, yang beroperasi di internet dan aplikasi di jaringan telekomunikasi 
seluler. Dengan demikian, jika dihitung sejak tahun 2018 sampai November 2021, 
Satgas Waspada Investasi (SWI) sudah menutup sebanyak 3.734 perusahaan 
pinjaman online ilegal. 

Pinjaman online tanpa izin pada dasarnya sangat merugikan bagi orang yang 
melakukan pinjaman karena peminjaman tersebut dilakukan dengan cara 
memberikan beban bunga yang tidak wajar, cara penagihan yang tidak sesuai dengan 
ketentuan, bahkan sampai pada penyebaran informasi data pribadi pengguna.  

Hal tersebut dapat dilihat pada suatu kasus pinjaman online ilegal yaitu SU seorang 
pengajar di sebuah Taman Kanak-Kanak (TK) di kota Malang yang pernah berurusan 
dan terjebak dalam skema pinjaman online. SU telah melakukan transaksi pinjaman 
online pada beberapa aplikasi agar memperoleh uang sesuai dengan kebutuhannya 
yaitu sebanyak Rp 2,5 juta untuk melunasi biaya kuliahnya, dengan jangka waktu 
pelunasan tujuh hari setelah pencairan. Namun karena SU tidak dapat melunasi 
pinjamannya selama jangka waktu yang telah ditentukannya, akibatnya Jumlah 
pinjamannya pun terus meningkat dan membengkak sampai Rp 40 juta hanya dalam 
beberapa bulan. Kemudian, SU mengalami peneroran yang terus menerus, bahkan 
keluarganya menjadi taruhannya. Selain itu, perusahaan pinjaman online tersebut 
mengakses kontak yang ada pada HP SU kemudian menghubungi dan 
mengadudomba serta memfitnah SU dengan teman-temannya, selanjutnya SU juga 
dipermalukan kepada teman-temannya maupun kepada tetangganya. Kasus tersebut 
hanyalah salah satu kasus dari sekian banyaknya kasus masyarakat yang terjerat pada 



Analisis	Hukum	Terhadap…	(Fitriani	HS,	Hafidz	&	Zainuddin)| 504 

 

	

pinjaman online ilegal. Oleh karena itu, dalam melakukan peminjaman uang secara 
online harus teliti dan cermat. 

METODE PENELITIAN 
Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah tipe penelitian hukum 
normatif atau penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini berorientasi pada law 
in books, yakni mengamati realitas hukum dalam berbagai norma atau kaidah-kaidah 
hukum yang telah terbentuk. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang 
dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori 
hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. 

PEMBAHASAN 
A. Status Hukum Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata dan Hukum 

Islam 

1. Status Hukum Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata 

Financial Technology (Fintech) adalah sebuah inovasi baru dalam jasa finansial yang 
mengubah model bisnis menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi. 
Fintech dibagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah peer to peer lending atau 
layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (pinjaman online). 

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk 
mengawasi dan mengatur lembaga keuangan telah mengeluarkan peraturan 
mengenai Fintech. Hal ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 
/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi 
Informasi. 

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 /POJK.01/2016 tentang 
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, mendefinisikan 
bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (pinjaman 
online) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan 
pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian 
pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik 
dengan menggunakan jaringan internet. 

Pemberi pinjaman dalam pinjaman online ilegal merupakan orang ke tiga dalam suatu 
transaksi, yang mana pemberi pinjaman menguasakan kepada penyelenggara untuk 
mengelolah keuangannya. Dan berdasarkan kuasa yang telah diberikan oleh pemberi 
pinjaman, penyelenggara untuk dan atas nama pemberi pinjaman menyepakati 
perjanjian pinjam meminjam uang dengan penerima pinjaman. Berdasarkan uraian 
tersebut, pihak pemberi pinjaman selaku pemberi kuasa dan pihak penyelenggara 
selaku penerima kuasa. Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
menerangkan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan 
pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan 
sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. 

Adapun dalam hal penyelenggara wajib untuk melakukan pendaftaran serta 
perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 
7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam 
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Meskipun demikian, dalam 
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pelaksanaannya aturan tersebut masih belum cukup dalam mengantisipasi terjadinya 
suatu masalah yang dapat merugikan masyarakat, terutama terhadap masyarakat 
yang tergiur dengan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman uang, masalah 
tersebut yakni keberadaan pinjaman online ilegal atau yang tidak terdaftar dalam 
Otoritas Jasa Keuangan. 

Pinjaman online ilegal merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan antara ke 
dua pihak dengan perjanjian. Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, perjanjian didefinisikan sebagai: 

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” 

Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
tersebut menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan 
dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau 
prestasi dari satu orang atau lebih (pihak) kepada satu orang atau lebih (pihak) 
lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan 
konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di 
mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi, dan pihak lainnya adalah pihak 
yang berhak atas prestasi tersebut. 

Perjanjian pinjaman online ilegal tersebut telah diletakkan dalam dokumen elektronik. 
Pasal 1 ayat (12) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 tentang 
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan bahwa 
dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, 
diterima, serta disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau 
sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer 
atau sistem  elektronik termasuk  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta  
rancangan,  foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau 
perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang 
mampu dan memahaminya. 

Dengan demikian, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa “Transaksi elektronik yang dituangkan 
dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Namun pengikatan para pihak atas 
kontrak elektronik yang dibuat adalah tidak serta merta, masih ada hal yang harus 
diperhatikan yaitu tentang sah atau tidaknya suatu perjanjian.  

Adapun penjelasan ke empat syarat sahnya perjanjian, adalah sebagai berikut: 

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya 

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih 
dengan pihak lain. Adapun yang menjadi indikator “sesuai” itu adalah 
pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. 
Pernyataan kesepakatan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. 
Pernyataan tegas tersebut dapat berupa lisan, tulisan, atau dengan tanda/isyarat. Oleh 
karena pinjaman online ilegal adalah perbuatan hukum yang lahir atas dasar 
perjanjian, maka diantara para pihak yang melakukan perjanjian harus adanya 
kesepakatan.  
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Pada pinjaman online ilegal, pihak yang melakukan perjanjian pinjam meminjam 
uang yaitu antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang dilakukan melalui 
aplikasi yang disediakan oleh penyelenggara pinjaman online ilegal.  

Proses negosiasi untuk menentukan kesepakatan melalui aplikasi yang disediakan 
oleh penyelenggara pinjaman online ilegal, tidak dilakukan secara tatap muka, 
melainkan melalui proses elektronik. Sejatinya dalam proses ini, tidak nampak adanya 
proses negosiasi karena pemberi pinjaman telah menentukan terlebih dahulu hak dan 
kewajiban penerima pinjaman. Penerima pinjaman tidak pernah bertemu dengan 
pemberi pinjaman dan tidak ada media komunikasi langsung dengan pemberi 
pinjaman.  

Pada aplikasi yang telah disediakan penyelenggara telah dicantumkan ketentuan 
yang diberikan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman hanya dapat menerima 
seluruhnya atau menolak seluruhnya. Kondisi ini seperti kontrak baku di mana si 
peminjam hanya memiliki pilihan “ambil atau tinggalkan”. Pasal 1 ayat (10) Undang-
Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa 
klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah 
dipersiapkan dan diterapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang 
dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib 
dipenuhi oleh konsumen. Keberadaan kontrak baku dalam dunia bisnis tidak dapat 
dipungkiri lagi dan telah menjadi kebiasaan. 

Meskipun ketentuannya telah ditentukan sepihak oleh pemberi pinjaman, selama 
penerima pinjaman menyetujuinya, maka syarat sepakat telah terpenuhi. 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

Kecakapan yang dimaksud adalah kecakapan bertindak. Kecakapan bertindak yaitu 
kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang-orang yang oleh hukum 
dinyatakan sebagai subjek hukum. Subjek hukum ada dua, yaitu orang dan badan 
hukum. 

Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap 
untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-
undang, yaitu orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 
21 tahun atau sudah menikah. 

Pasal 1330 Kitab Undang Hukum Perdata, menentukan bahwa orang yang tidak cakap 
adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, 
perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya 
semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian 
tertentu. 

Oleh karena itu, ketidakcakapan subjek hukum dalam melakukan perjanjian, dapat 
dibedakan menjadi: 

1) Ketidakcakapan untuk bertindak (handeling onbekwaamheid), yaitu orang-orang 
yang sama sekali tidak dapat membuat suatu perbuatan hukum yang sah. 

2) Ketidakberwenangan untuk bertindak (handeling onbevoegheid), yaitu orang yang 
tidak dapat membuat suatu perbuatan hukum tertentu dengan sah. 

Dengan demikian, para pihak (pemberi pinjaman dan penerima pinjaman) yang 
melakukan perjanjian pinjam meminjam uang melalui aplikasi yang disediakan oleh 
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penyelenggara pinjaman online ilegal harus cakap dan mempunyai wewenang. Pada 
peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam 
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, tidak memberikan ketentuan 
mengenai usia pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, tetapi hanya mengatur 
mengenai yang berhak menjadi para pihak. Oleh karena itu, untuk dapat 
dikategorikan cakap, maka para pihak harus memenuhi ketentuan kecakapan dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan juga ketentuan pada peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang 
Berbasis Teknologi Informasi. Namun, karena para pihak melakukan perjanjian 
melalui aplikasi yang disediakan oleh penyelenggara pinjaman online ilegal, dan 
status penyelenggara pinjaman online ilegal merupakan penerima kuasa dari pemberi 
pinjaman, maka secara tidak langsung penyelenggara tersebut, juga harus memenuhi 
unsur kecakapan. 

Maka dalam hal ini perjanjian para pihak yang dilakukan melalui penyelenggara 
pinjaman online yang tidak melakukan pendaftaran dan mengajukan perizinan 
dianggap tidak cakap, karena tidak memiliki kewenangan untuk bertindak, meskipun 
para pihak yang melakukan perjanjian telah memenuhi syarat kecakapan. 

c. Suatu hal tertentu 

Suatu hal tertentu yang dimaksud adalah harus adanya objek perjanjian. Adanya 
objek perjanjian dimaksudkan untuk memperjelas objek yang diatur dalam perjanjian, 
agar objek perjanjian tersebut tidak samar-samar, dan setidaknya dapat dipastikan. 
Suatu hal tertentu yang dimaksud dalam hal pinjam meminjam uang adalah hak dan 
kewajiban si pemberi pinjaman dan si peminjam. Dalam kontrak elektronik pada 
aplikasi yang telah disediakan oleh penyelenggara pinjaman online ilegal harus jelas 
menerangkan syarat dan ketentuan yang akan harus dipenuhi oleh para pihak yang 
akan mengakses aplikasi tersebut, yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman 
yang bekaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari kontrak elektronik. Pada 
kontrak elektronik, antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman minimal harus 
menerangkan mengenai jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, jangka waktu, 
rincian biaya terkait, dan ketentuan denda jika ada. Kemudian pada kontrak 
elektronik antara pemberi dan penerima pinjaman minimal harus menerangkan 
mengenai jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, nilai angsuran, jangka waktu, 
objek jaminan jika ada, rincian biaya terkait, dan ketentuan mengenai denda jika ada. 

d. Suatu sebab yang halal 

Hoge Rad mengartikan sebab yang halal sebagai sesuatu yang menjadikan tujuan para 
pihak. Sebab yang halal mempunyai arti bahwa isi yang menjadi perjanjian tersebut 
tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. 
Adapun penjelasannya, adalah sebagai berikut: 

1) Bertentangan dengan undang-undang 
Menetapkan suatu sebab yang bertentangan dengan undang-undang, secara 
mudah dan kasat mata dapat dilihat dari undang-undang yang berlaku, apakah 
ada larangan mengenai hal tersebut atau tidak. 

2) Bertentangan dengan kesusilaan 
Menetapkan sebab yang bertentangan dengan kesusilaan atau tata krama (goede 
zeden) sulit untuk diputuskan. Kesusilaan adalah istilah yang abstrak, yang isinya 
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dapat berbeda-beda di satu daerah dengan daerah lainnya, dan di samping itu 
penilaian orang tentang kesusilaan berubah-ubah menurut perkembangan zaman. 
Menurut J Satrio, istilah “goede zeden”, sebenarnya lebih tepat diterjemahkan 
sebagai “tata krama”, sehingga meliputi norma-norma yang berlaku dalam 
kalangan terbatas tertentu. 

3) Bertentangan dengan ketertiban umum 
Bertentangan dengan ketertiban umum adalah hal-hal yang berkaitan dengan 
masalah kepentingan umum, seperti keamanan negara, keresahan dalam 
masyarakat, dan lain-lain. 

Dalam pinjaman online ilegal, apabila yang menjadi objek transaksi adalah pinjaman, 
maka jelas hal ini tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan 
undang-undang (Tampubolon, Pawennei & Zainuddin, 2021). Karena pinjaman 
bukan suatu hal yang dilarang. Meskipun demikian, transaksi pinjaman tersebut 
dilakukan melalui aplikasi penyelenggara yang tidak melakukan pendaftaran dan 
mengajukan perizinan maka transaksi pinjam-meminjam uang tersebut tidak 
memenuhi unsur sebab yang halal karena peminjaman melalui aplikasi 
penyelenggara pinjaman online yang ilegal tidak mencapai tujuan dari pihak 
penerima pinjaman yang menginginkan peminjaman tersebut dilakukan melalui 
aplikasi pinjaman online yang legal. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian pinjam 
meminjam yang dilakukan melalui aplikasi penyelenggara pinjaman online ilegal, 
adalah perjanjian yang tidak sah, karena perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat 
kecakapan perjanjian (syarat subjektif perjanjian) dan syarat suatu sebab yang halal 
(syarat objektif perjanjian). 

2. Status Hukum Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Islam 

Islam dengan perangkat ajarannya yang menempatkan al-Qur’an dan Hadits sebagai 
sumber hukum utamanya, telah hadir di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. 
Kodifikasi ajaran Islam memuat semua dimensi kehidupan manusia, baik hubungan 
secara vertikal (hubungan manusia dengan Allah) maupun hubungan secara 
horizontal (hubungan manusia dengan manusia). 

Hubungan manusia dengan manusia dalam Islam termasuk dalam kajian fiqh 
muamalah. Fiqh Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan 
manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda. 
Atau lebih tepatnya fiqh muamalah adalah aturan Islam tentang kegiatan ekonomi 
yang dilakukan oleh manusia. 

Pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan sampai ada dalil yang 
melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh: 

 اھَمِیْرِحَْت ىَلعَ لٌیْلَِد َّلُدَّی نَْا َّلااُِ ةحَاَبلاَِْا ةَِلمَاَعمُلْا ىفِ لُصَْلاَْا
Artinya: 

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan 
keharamannya”. 

Masalah muamalah senantiasa berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Salah 
satu bidang muamalah yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah pinjam meminjam. 
Pinjam meminjam dalam hukum Islam dikenal dengan istilah qardh. Pada Fatwa 
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Dewan Syari’ah Nasional Nomor 19/DSN/-MUI/IV/2011 tentang al-Qardh, 
dikemukakan bahwa al-qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah 
(muqtaridh) yang memerlukan.  

Qardh merupakan transaksi yang mengandung nilai tolong menolong. Dengan 
demikian, qardh dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam 
adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena didalamnya terdapat pahala yang 
besar. Sebagaimana firma Allah SWT dalam QS al-Hadid/57: 11. 

  مٞیرِكَ رٞجَۡأٓ ُۥھَلوَ ُۥھَل ُۥھَفعِضَُٰیَف انٗسَحَ اضًرَۡق 2ََّٱ ضُرِقُۡی يذَِّلٱ اَذ نَّم
Terjemahnya: 

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah 
akan melipat gandakan (balasan) pinjamn itu untuknya, dan dia akan memperoleh 
pahala yang besar”.  

Selanjutnya Allah SWT berfirman dalam QS al-Hadid/57: 18. 

ّدَّصمُلۡٱ َّنإِ ّدَّصمُلۡٱوَ نَیقِِ َقِ    مٞیرِكَ رٞجَۡأ مۡھَُلوَ مۡھَُل فَُعضَُٰی انٗسَحَ اضًرَۡق 2ََّٱْ اوضُرَقَۡأوَ تِٰ
Terjemahnya: 

“Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki 
maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya 
akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka, dan bagi mereka pahala 
yang banyak”. 

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan qardh 
(memberikan pinjaman) kepada orang lain dan imbalannya akan dilipatgandakan 
oleh Allah. Dari sisi muqridh (orang yang memberikan pinjaman), Islam menganjurkan 
kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan 
dengan cara memberi pinjaman. Dari sisi muqtaridh (orang yang meminjam), 
meminjam bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang 
yang meminjam dengan tujuan untuk memanfaatkan uang yang dipinjaminya itu 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan akan mengembalikannya persis seperti 
yang diterimanya. 

Saat ini, transaksi pinjam meminjam tidak hanya dilakukan secara langsung tetapi 
dapat juga dilakukan secara online. Hal ini dikarenakan adanya kemajuan teknologi 
dalam bidang keuangan yaitu adanya adaptasi Fintech (Financial Technology). 
Perkembangan Fintech yang intens dari tahun ke tahun menjadi peluang dalam 
kemajuan dan peningkatan layanan lembaga keuangan untuk memberikan layanan 
yang berkualitas tinggi, mudah, dan cepat, dimanapun dan kapanpun. Kemajuan 
dalam bertransaksi pada lembaga keuangan yang dikenal Fintech ini juga berpengaruh 
pada inovasi teknologi dalam dunia keuangan syariah yaitu munculnya suatu 
terobosan baru yang disebut sebagai Fintech syariah. 

Fintech syariah merupakan kombinasi dari inovasi teknologi informasi dengan produk 
dan layanan yang ada pada bidang keuangan yang mempercepat dan memudahkan 
proses transaksi, investasi dan penyaluran dana berdasarkan nilai-nilai syariah. 

Fintech syariah ini tidak hanya berlandaskan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi 
Informasi, tetapi juga tunduk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama 
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Indonesia No 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis 
Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. 

Salah satu jenis Fintech syariah adalah pinjaman online berdasarkan prinsip syariah. 
Pinjaman online berdasarkan prinsip syariah adalah layanan Fintech pada bidang 
keuangan dengan berpedoman pada prinsip syariah yang menghubungkan antara 
pemberi dan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad syariah melalui 
sistem elektronik yang tersambung dengan internet. Istilah pinjaman online 
berdasarkan prinsip syariah menghadirkan sistem dengan konsep penyelenggaraan 
transaksi pembiayaan berbasis digital dengan menjauhi praktek yang menentang 
syariah Islam. 

Subjek hukum dalam kegiatan pinjaman online berdasarkan prinsip syariah, yaitu: 

a. Penyelenggara; 
b. Penerima Pembiayaan; dan 
c. Pemberi Pembiayaan. 

Dalam pinjaman online berdasarkan prinsip syariah, para pihak wajib mematuhi 
pedoman umum sebagai berikut: 

a. Penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh 
bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, 
maysir, tadlis, dharar; zhulm, dan haram; 

b. Akad baku yang dibuat penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, 
keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku;  

c. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan 
pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras 
dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-bai', ijarah, 
mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujrah, dan qardh; 

d. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang 
dilaksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin 
validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan 
yang berlaku; 

e. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah/rusum) berdasarkan prinsip ijarah 
atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis 
teknologi informasi,' dan 

f. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik 
atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, 
maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi. 

Penyelenggara pada pinjaman online syariah wajib mengajukan pendaftaran dan 
perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 
Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan 
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dengan demikian 
penyelenggara yang tidak mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan merupakan 
penyelenggara yang ilegal atau pinjaman online ilegal.  

Berbicara mengenai akad pinjaman online ilegal berdasarkan prinsip syariah, maka 
tidak terlepas dari konsep akad secara mendasar. Dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah, dijelaskan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian 
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antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan 
hukum tertentu. 

Akad yang digunakan pada pinjaman online ilegal berdasarkan prinsip syariah adalah 
akad qardh. Akad qardh adalah akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan 
ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya 
sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati. 

Adapun status pinjaman online ilegal jika analisis menggunakan hukum Islam. Maka 
pembahasan tersebut dimulai dari rukun dan syarat akad qardh. Syarat dan rukun 
qardh berfungsi sebagai indikator sah, fasid, dan batalnya transaksi qardh. 

Telah diterangkan oleh fuqaha, bahwa menurut jumhur ulama rukun dan syarat qard 
meliputi:  

a. aqidain (dua orang yang berakad) 
1) Muqtaridh (peneriman pinjaman), adalah orang yang membutuhkan dana yang 

diajukan melalui aplikasi penyelenggara pinjaman online ilegal. 
2) Muqaridh (pemberi pinjaman), adalah orang yang memberi pinjaman yang 

disalurkan melalui aplikasi penyelenggara pinjaman online ilegal. 
Ke dua orang yang melakukan akad qardh tersebut merupakan orang yang telah 
cakap dan telah dewasa. 

b. harta yang dipinjamkan adalah berupa uang yang diberikan oleh pemberi 
pinjaman kepada penerima pinjaman melalui aplikasi penyelenggara pinjaman 
online ilegal dengan besaran limit telah ditentukan oleh pemberi pinjaman yang 
dicantumkan pada aplikasi penyelenggara pinjaman online ilegal. 

c. Shighat adalah ijab dan kabul yang berakad (penerima pinjaman dan pemberi 
pinjaman) menunjukkan transaksi pinjam meminjam yang tuangkan dalam 
bentuk akad baku dalalm aplikasi penyelenggara pinjaman online ilegal. Dalam 
ijab dan kabul juga di perjanjikan bunga (penambahan pengembalian) atas 
pinjaman pokok. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat 
akad qardh pada pinjaman online ilegal bertentangan dengan rukun dan syarat qardh, 
karena mengandung riba, dan meyebabkan kesusahan dan kesengsaraan bagi 
penggunanya. Maka dalam hal ini, pinjaman online ilegal yang dilakukan dalam akad 
qardh merupakan transaksi yang dilarang oleh Islam. 

Transaksi pinjam meminjam dalam hukum Islam, pada dasarnya harus dikembalikan 
dengan nominal yang sama. Akan tetapi, jika dipersyaratkan adanya biaya tambahan 
diluar pinjaman pokok, maka hal tersebut akan merusak tujuan akad qardh yang 
esensinya berprinsip tolong menolong. 

Konsekuensi penggunaan layanan pinjaman online pada situs pinjaman online ilegal 
menggunakan bunga yang relatif tinggi, Jangka waktu pelunasan singkat tidak sesuai 
kesepakatan, kemudian apabila tidak melakukan pembayaran maka penagihan tidak 
sesui dengan etika, berupa teror, intimidasi, dan pelecehan. Penagihan tersebut tidak 
hanya pada si peminjam namun juga terhadap kontak darurat si peminjam. Dengan 
demikian, masyarakat merasakan kesusahan dan kesengsaraan. 

Agama Islam tidak memberikan kesusahan kepada umatnya karena Allah tidak 
pernah membebani makhluknya kecuali sesuai dengan kemampuannya, justru Islam 
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selalu menghendaki kemudahan bagi seluruh pemeluknya, sebagaimana firman Allah 
SWT, dalam QS al-Baqarah/2: 185. 

 … رَسُۡعلۡٱ مُُكبُِ دیرُِی لاَوَ رَسُۡیلۡٱ مُُكبُِ 2َّٱُ دیرُِی .…
Terjemahnya: 

“….Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran 
bagimu…”. 

Fintech dimaksudkan untuk mempermudah manusia dalam melakukan kegiatan 
keuangan bukan malah menimbulkan kerugian dan kesengsaraan. Oleh karena itu, 
Fintech harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan sesui dengan prinsip syariah. 

B. Akibat Hukum Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata dan Hukum 
Islam 

1. Akibat Hukum Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata 

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang 
dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang 
disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan 
sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Atau akibat suatu 
tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh 
pelaku dan yang diatur oleh undang-undang. 

Pinjaman online ilegal merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan antara ke 
dua pihak dengan perjanjian. Di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata telah diatur bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, 
yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat 
suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; dan suatu sebab yang tidak terlarang. 

Perjanjian pinjaman online ilegal dapat dikatakan sah, jika persyaratan yang 
ditetapkan oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terpenuhi. 
Mengenai akibat hukum yang ditimbulkan terhadap suatu perjanjian yang sah adalah 
sebagai berikut: 

a. Berlakunya sebagai undang-undang 
Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 
yang membuatnya. Oleh karena itu perjanjian pinjaman online ilegal juga berlaku 
sebagai undang-undang bagi para pihak, artinya mereka harus mematuhi 
perjanjian itu sama dengan mematuhi undang-undang. 

b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak 
Oleh karena perjanjian pinjaman online yang dibuat secara sah adalah mengikt 
atau berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, maka akibatnya lahirlah 
ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan 
secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali, atau membatalkan perjanjian itu 
harus memperoleh persetujuan dari pihak lainnya. 

c. Pelaksanaan dengan i’tikad baik 
I’tikad baik di sini adalah bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan dengan 
mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Dalam suatu perjanjian 
para pihak tidak hanya terikat terhadap apa yang secara tegas disetujui dalam 
perjanjian tersebut, tetapi juga terikat oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-
undang. Dengan demikian, yang mengukat para pihak dalam perjanjian adalah: 



513 | Journal	of	Lex	Generalis	(JLG),	Vol.	3,	No.	3,	Maret	2022 
 

1) Isi perjanjian; 
2) Kepatutan; 
3) Kebiasaan; dan 
4) Undang-undang. 

Kemudian jika tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat pada 
Pasal 1320, maka menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Apabila syarat subjektif 
suatu perjanjian berupa “kesepakatan” dan “kecakapan” tidak terpenuhi, maka 
perjanjian itu tidak sah, akibat hukumnya adalah perjanjian dapat dibatalkan. 
Sedangkan, apabila syarat objektif suatu perjanjian berupa “suatu hal tertentu” dan 
“suatu sebab yang halal” tidak terpenuhi, maka perjanjian sejak semula dianggap 
tidak pernah ada, akibat hukumnya adalah perjanjian batal demi hukum. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pinjaman online ilegal adalah 
penyelenggara yang tidak melakukan kewajibannya untuk mendaftarkan diri dan 
mengajukan permohonan izin sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 7 Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan No 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam 
Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam hal ini, penyelenggara tidak memenuhi 
syarat kecakapan (syarat subjektif) dan syarat suatu sebab yang halal (syarat objektif) 
dalam perjanjian. Dengan demikian, pinjaman online ilegal tidak berwenang dalam 
melakukan perbuatan hukum. Sehingga perjanjian yang dilakukan antara pemberi 
dan penerima pinjaman dengan penyelenggara pinjaman online berstatus tidak 
berizin, menjadi batal demi hukum 

Batal demi hukum suatu perjanjian tidak menghilangkan kewajiban si penerima 
pinjaman untuk mengembalikan apa yang sudah diberikannya. Artinya si peminjam 
memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang dipinjamkan kepadanya tanpa 
membayar bunga. Karena pada intinya perjanjian yang batal demi hukum adalah 
perjanjian yang sejak semula dianggap tidak pernah ada. 

2. Akibat Hukum Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Islam 

Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No 117/DSN-
MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi 
Berdasarkan Prinsip Syariah, telah diatur bahwa layanan pembiayaan berbasis 
teknologi informasi dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah. 
Kemudian diatur juga bahwa penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis 
teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain 
terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar; zhulm, dan haram. Namun, transaksi 
pinjaman online ilegal merupakan transaksi pinjam meminjam dengan bunga. Bunga 
tersebut dikategorikan riba. Abdurrahman Aljaziri berpendapat bahwa riba adalah 
penambahan pada salah satu dari dua barang sejenis yang dipertukarkan tanpa ada 
konpensasi terhadap tambahan tersebut. singkatnya riba adalah tambahan 
pembayaran dari hutang pokok, yang diisyaratkan bagi salah seorang dari dua orang 
yang berakad. 

Para ulama sepakat bahwa riba itu diharamkan. Riba itu adalah salah satu usaha 
untuk mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah SWT. Praktik 
riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. 
Sebagaimana firman Allah SWT, dalam QS al-Baqarah/2: 275. 
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َذ سِّۚمَلۡٱ نَمِ نُطَٰیَّۡشلٱُ ھطَُّبخََتَی يذَِّلٱ مُوُقَی امَكَ َّلاِإ نَومُوُقَی لاَْ اوَٰبرِّلٱ نَوُلكُأَۡی نَیذَِّلٱ  عُیَۡبلۡٱ امََّنِإْ اوُٓلاَق مۡھَُّنَأِب كَلِٰ
ْاوَٰبرِّلٱ لُثۡمِ ْاوَٰبرِّلٱ مََّرحَوَ عَیَۡبلۡٱُ Vَّٱ َّلحََأوَ ۗ Vَِّٱ ىَلِإ ۥُٓهرُمَۡأوَ فََلسَ امَ ۥُھَلَف ىٰھََتنٱَف ھۦِِّبَّر نمِّ ةٞظَعِوۡمَ ۥُهءَٓاجَ نمََف ۚ ۖ 
َلوُْأَفَ داعَ نۡمَوَ    نَوُدلِخَٰ اھَیِف مۡھُ رِۖاَّنلٱ بُحَٰصَۡأ كَِئٰٓ

Terjemahnya: 

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 
berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan 
mereka yang sedemikan itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 
sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual 
beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 
dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang 
telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada 
Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni -
penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.  

Orang yang kemasukan syetan lantaran penyakit gila pada ayat di atas, dimaksudkan 
bahwa orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang yang 
kemasukan syetan. Satu hal yang penting bahwa pinjaman online ilegal merupakan 
perbuatan yang terjadi atas dasar akad qardh. didalam sebuah akad qardh ada rukun 
dan syarat akad, yaitu  

a. aqidain yaitu dua orang yang melakukan akad (orang yang meminjam dan orang 
yang memberikan pinjaman). Dua orang yang berakad tersebut adalah adalah 
orang yang cakap dan telah dewasa, 

b. harta yang dipinjamkan adalah berupa benda yang ada padanya, dan dapat 
diketahui kadar dan sifatnya. 

c. Shighat, ijab dan kabul harus sesuai dan menunjukkan maknanya untuk pinjam 
meminjam. 

Apabila rukun dan syarat akad qardh tersebut terpenuhi maka terbentuknya akad 
yang sah. Namun ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu akad menjadi fasid, 
yaitu: 

a. Adanya paksaan; 
b. Penyerahan yang menimbulkan kerugian (dharar); 
c. Mengandung gharar (ketidakpastian); 
d. Mengandung syarat fasid; dan 
e. Mengandung riba. 

Dengan demikian, pinjaman online ilegal hukumnya haram, sebagaimana Majelis 
Ulama Indonesia melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI ke 7 menetapkan fatwa 
haramnya pinjaman online yang mengandung riba. Sehingga segala bentuk transaksi 
yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online ilegal dengan akad qardh adalah 
tidak sah. Terkait si peminjam yang sudah terlanjur melakukan transaksi peminjaman 
melalui penyelenggara pinjaman online ilegal, maka si peminjam tetap harus 
mengembalikan pokok pinjaman sebagai bentuk tanggung jawab telah menggunakan 
uang yang bukan merupakan haknya. 

KESIMPULAN 
1. Status hukum pinjaman online ilegal adalah tidak sah baik secara hukum perdata 

maupun secara hukum Islam. Secara hukum perdata, pinjaman online ilegal tidak 
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memenuhi syarat kecakapan (syarat subjektif perjanjian) dan syarat suatu sebab 
yang halal (syarat objektif perjanjian), sedangkan dalam hukum Islam pinjaman 
online ilegal bertentangan dengan prinsip syariah karena mengandung riba, dan 
riba hukumnya haram. 

2. Akibat hukum pinjaman online ilegal perspektif hukum perdata harus memenuhi 
syarat subjektif dan syarat objektif perjanjian sebagaimana telah diatur pada Pasal 
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun apabila syarat subjektif 
tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang merasa 
dirugikan. Sedangkan apabila syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian 
tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Kemudian akibat 
hukum pinjaman online ilegal perspektif hukum Islam suatu akad dikatakan sah 
apabila jika memenuhi syarat dan rukun dan tidak mengandung riba, gharar 
(ketidakpastian), dan dharar (menimbulkan kerugian). Namun jika akad tersebut 
tidak memenuhi rukun dan syarat akad dan bertentangan dengan syariah maka 
akad tersebut tidak sah dan batal. 

SARAN 
1. Otoritas Jasa Keuangan hendaknya terus meningkatkan pengawasan dan 

menindak tegas pinjaman online ilegal dengan melakukan pemblokiran situs dan 
aplikasi agar tidak dapat diakses lagi oleh masyarakat. 

2. Perlunya Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan pihak google untuk 
menghapus semua aplikasi peminjaman uang dari pinjaman online illegal. 
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